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ABSTRACT

Self-defense as an inherent right owned by a country is regulated in Article 51 of the UN Charter and due
to the use of Space-Based Missile Interceptor (SBMI) weapons in space, the 1967 outer space treaty must
also be guided. Because Article 4 of the 1967 Outer Space Treaty prohibits the use of weapons in space,
the legality of using SBMI weapons is questionable. Therefore, this study was conducted to determine the
legal provisions, forms of state accountability and the process of prosecuting compensation for countries
using these weapons according to international law. The results of the study indicate that the use of SBMI

weapons does not conflict with international law, because it is based on Article 103 of the UN Charter
which states that if there are provisions in other legal rules that are contrary to the UN Charter, the UN
Charter must be guided. So that self-defense actions based on Article 51 of the UN Charter do not violate
the law. The party that must be absolutely responsible is the country that started the conflict, because it
has violated the rules of international law in Article 2 paragraph (4) of the UN Charter and international

humanitarian law. The compensation process is carried out according to the rules of the space liability

convention 1972 and if in practice the party who is responsible does not show good faith in providing
compensation, then it can be continued by referring to the dispute resolution process in the UN Charter.
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ABSTRAK

Self-defense sebagai hak inherent yang dimiliki oleh suatu Negara diatur di dalam Pasal 51 UN Charter
dan karena penggunaan senjata Space-Based Missile Interceptor (SBMI) di ruang angkasa, maka outer
space treaty 1967 juga harus dipedomani. Karena Pasal 4 outer space treaty 1967 melarang penggunaan
senjata diruang angkasa, sehingga legalitas penggunaan senjata SBMI patut diragukan. Oleh sebab itu,
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan hukum, bentuk pertanggungjawaban negara dan
proses penuntutan ganti kerugian bagi negara yang menggunakan senjata tersebut menurut hukum
internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan senjata SBMI tidak bertentangan dengan
hukum internasional, karena berdasarkan Pasal 103 UN Charter yang menyatakan bahwa jika ada
ketetapan di aturan hukum lain yang bertentangan dengan UN Charter maka yang harus dipedomani
adalah UN Charter. Sehingga Tindakan self-defense berdasarkan Pasal 51 UN Charter menjadi tidak
menyalahi hukum. Pihak yang harus bertanggung jawab secara mutlak adalah negara yang memulai
konflik, karena telah melanggar aturan hukum internasional pada Pasal 2 ayat (4) UN Charter dan hukum
humaniter internasional. Proses ganti kerugian dijalankan sesuai aturan space liability convention 1972
dan jika dalam prakteknya pihak yang harus bertanggung jawab tidak memberikan iktikad baik dalam
pemberian ganti kerugian, maka dapat dilanjutkan dengan berpedoman pada proses penyelesaian sengketa
pada UN Charter.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban negara, pertahanan diri, Space-Based Missile Interceptor, ganti
kerugian.
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PENDAHULUAN

Letak ruang angkasa yang jauh dari daratan Bumi tidak menghalangi manusia untuk
memanfaatkan ruang angkasa. Akibat negatif dari pemanfaatan ruang angkasa pada umumnya
lebih dari sekedar risiko kehilangan atau kerusakan.' Percobaan-percobaan yang berbahaya
dapat mempengaruhi keberadaan umat manusia secara keseluruhan, merusak lingkungan,
mencemari atmosfer dan menimbulkan gangguan berat terhadap kehidupan.” Inilah yang
menjadi alasan mengapa negara, dan bukan masing-masing pelaku langsung, yang dibebani
pertanggungjawaban internasional terhadap aktivitas nasional di ruang angkasa, baik yang
dilakukan oleh badan-badan pemerintahan atau swasta. Seperti yang tertuang dalam Pasal 6
Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and Use for Outer Space,
Including Moon and Other Celestial Bodie 1967 yang untuk selanjutnya disingkat menjadi
Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan:

“States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in
outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried
on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national
activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The
activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial
bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to
the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial
bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be
borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating
in such organization.” (“Negara-negara Pihak Perjanjian akan memikul tanggung jawab
internasional untuk kegiatan nasional di luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya,
apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau oleh entitas non-
pemerintah, dan untuk memastikan bahwa kegiatan nasional dilakukan di kesesuaian dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Traktat ini. Kegiatan entitas non-pemerintah di luar angkasa,
termasuk Bulan dan benda langit lainnya, harus memerlukan otorisasi dan pengawasan
berkelanjutan oleh Negara Pihak yang sesuai dalam Perjanjian. Ketika kegiatan dilakukan di
luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, oleh organisasi internasional, tanggung
jawab kepatuhan terhadap Perjanjian ini akan ditanggung baik oleh organisasi internasional
maupun oleh Negara-negara Pihak pada Perjanjian yang berpartisipasi dalam organisasi
tersebut™).

Sejauh mana kewajiban negara berkenaan dengan pertanggungjawaban internasionalnya
ditentukan dalam perjanjian-perjanjian internasional dan perkembangan dalam praktik negara-
negara. Konsep pertanggung jawaban dalam hukum ruang angkasa di satu pihak dirumuskan
dalam bentuk pembebasan terhadap kebebasan melakukan aktivitas dan di lain pihak berupa
kewajiban memberikan ganti rugi apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerugian kepada
pihak lain seperti yang tertuang di dalam Pasal 2 Convention on International Liability for
Damage Caused by Space Objects 1972 yang untuk selanjutnya disingkat menjadi space space
liability convention 1972, yang menyatakan bahwa: “A launching State shall be absolutely
liable to pay compensation for damage caused by its space object on the surface of the Earth or

! E.Sefullah Wiranda dan Mieke Komar K, Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Remadja Karya,
Bandung, 1988, him 167.

2 Manfred Lachs, dalam buku E.Saefullah Wiranda dan Mieke Komar K, Ibid.

% pasal 6 Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and Use for Outer Space,
Including Moon and Other Celestial Bodie (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan
Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit Lainnya ) 1967.
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to aircraft in flight.*” (“negara peluncur harus bertanggung jawab secara mutlak untuk
membayar ganti kerugian yang disebabkan oleh benda antariksanya, yang terjadi di
permungkaan bumi atau terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan™).

Setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan negaranya termasuk juga
diperbolehkan untuk menciptakan teknologi yang akan membuat negaranya tetap aman, namun
hal ini tentunya harus sesuai dengan Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan
Bangsa Bangsa) 1945 jika tidak, tindakan tersebut tidak menghapus tanggung jawab negara.’
Kemajuan teknologi telah memungkinkan perluasan aktivitas negara ke daerah-daerah baru.
Ketika manusia mulai menjelajahi ruang angkasa, para ahli hukum pun segera bergerak untuk
menghindarkan terjadinya kekosongan hukum. Hukum ruang angkasa sejak tahap awal
pembentukannya telah berusaha meliputi perkembangan yang terjadi dimasa depan, namun
tetap saja masih ada pergesekan antara aturan yang satu dengan yang lainnya sehingga
ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing pihak. Ruang angkasa sebagai common heritage
of mankind (warisan bagi seluruh umat manusia) hanya dapat dimanfaatkan untuk peaceful
purposes (tujuan damai).’

Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967, yang menyatakan
bahwa: “States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any
objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install
such weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner.
The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively
for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the
testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall
be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful
purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful
exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.”” (“Negara-
negara pihak traktat berjanji tidak akan menempatkan di orbit sekeliling Bumi benda-benda
yang membawa senjata nuklir atau senjata perusak masal lainnya, memasang senjata seperti itu
di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut dengan cara lain di luar angkasa. Bulan dan
benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara Pihak pada perjanjian secara eksklusif
untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer, instalasi dan benteng, pengujian segala
jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda langit harus dilarang. Penggunaan
personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak akan dilarang.
Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk eksplorasi damai Bulan dan
benda langit lainnya juga tidak akan dilarang”™).

Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukkan
untuk maksud damai. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud damai
menimbulkan beberapa penafsiran, pertama jika kegiatan tersebut bersifat non-militer, dan

* Pasal 2 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi tentang
Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

* Ibid, him. 225.

® Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era DinamikaGlobal, PT.
Alumni, Bandung, 2008, him. 444.

" Pasal 4 Outer Space Treaty 1967, Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and
Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang
Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit
Lainnya) 1967.
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kedua jika kegiatan tersebut bersifat non-agresif.® Ke tidak jelasan dari maksud damai yang
tertera dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 yang menyebabkan saat ini telah dirancang
sebuah senjata yang nantinya akan digunakan untuk self-defense (mempertahankan diri) negara.
Senjata ini nantinya akan ditempatkan di ruang angkasa. Sehingga upaya self-defense tersebut
tidak lagi dilakukan dari wilayah darat atau wilayah kedaulatan negara yang diserang melainkan
dari ruang angkasa ke negara penyerang. Sebelumnya perlu diketahu dahulu bahwa pada
dasarnya penggunaan kekuatan bersenjata merupakan perbuatan yang dilarang oleh dunia
internasional karena akan mengancam perdamaian dunia dan mengganggu integritas teritorial
suatu wilayah. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasal 2 ayat (4) UN Charter:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity and political independence of any state, or in any other manner
inconsistent with the Purposes of the United Nations.” (“Seluruh Anggota dalam hubungan
internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap
integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang
bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa™). Pasal 2 ayat (4) merupakan
sebuah aturan umum yang melarang suatu negara untuk melancarkan penggunaan kekuatan
dalam hal ini bisa berupa kekuatan bersenjata yang dapat melanggar batas wilayah suatu negara.
Namun hal ini mendapat pengecualian jika penggunaan kekerasaan tersebut digunakan untuk
self-defense, self-defense dapat dilakukan baik secara pribadi maupun kolektif menjadi sebuah
ketentuan pengecualian dari penggunaan kekuatan bersenjata yang telah diatur di dalam Pasal
51 Charter of The United Nations 1945 yang untuk selanjutnya di singkat menjadi UN Charter
yang menyatakan bahwa: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of
individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United
Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international
peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall
be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority
and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such
action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”®”
(“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau
bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- tindakan
yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera
dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi
kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu
mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta
keamanan intemasional™).

Pasal ini menyatakan bahwa tindakan self-defense dapat dilakukan jika dilakukan sebagai
respon terhadap serangan bersenjata, penggunaan kekerasan harus sesuai kebutuhan dan
proporsional, dan harus segera melaporkan tindakan tersebut ke pada Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa yang untuk selanjutnya disingkat menjadi DK PBB. Tindakan itu
harus segera diberhentikan apabila DK PBB telah mengambil tindakan. DK PBB yang nantinya

® Lihat 1.D.G Palguna, Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law), Rajawali Pers, Depok,
2019, him 53-54.

% pasal 2 ayat (4) Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.

19 pasal 51 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
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akan menetapkan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara anggota merupakan
ancaman terhadap pedamaian dan keamanan internasional atau tidak.™

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa setiap negara diberikan izin untuk menggunakan
kekuatan bersenjata jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan self-defense. Pasal 51 UN Charter
juga belum menyatakan dengan tegas apa saja yang menjadi batasan-batasan dari pelaksanaan
self-defense Seperti kapan tepatnya tindakan self-defense dapat dilakukan oleh suatu negara
atau dimana sajakah tindakan self-defense dapat dilakukan oleh negara, tidak adanya aturan
menganai hal-hal tersebut membuka kemungkinan self-defense boleh dilakukan dari wilayah
manapun termasuk ruang angkasa. Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 menerangkan bahwa
penempatan senjata-senjata di ruang angkasa tidaklah dibenarkan sama sekali sebab hal itu akan
bertentangan dengan prinsip peaceful purposes yang telah diatur dalam Pasal 4 Outer Space
Treaty 1967, penempatan senjata di ruang angkasa tentunya juga dapat mengancam perdamaian
dan keamanan internasional. Sedangkan Pasal 51 UN Charter setiap negara diberikan hak untuk
menggunakan kekerasan sebagai serangan balasan terhadap serangan bersenjata yang ditujukan
kepadanya sebagai upaya self-defense negara. Serangan balasan ini harus segera dilaporkan
kepada DK PBB. Pasal 51 UN Charter tidak mengatur mengenai seberapa besar serangan
balasan yang diperbolehkan ataupun dari mana saja serangan balasan ini boleh dilakukan. Ini
menjadi kekurangan dari 51 UN Charter. Begitu juga dengan Pasal 4 Outer Space Treaty 1967
yang juga tidak mengatur mengenai upaya self-defense dari suatu negara. Kekurangan pada
Pasal 51 UN Charter dan pada Pasal 4 Outer Space Treaty 1967 memberikan kekuatan kepada
negara-negara super power untuk menciptakan teknologi-teknologi yang belum diatur di dalam
aturan internasional. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pertanyaan mengenai bagaimana
pertanggungjawaban dari negara-negara baik itu negara yang melakukan upaya self-defense
maupun negara yang melakukan penyerangan terhadap negara lain atau pihak ke tiga yang
menjadi korban dari kerusuhan yang terjadi. Penggunaan satelit juga termasuk ke dalam bagian
dari celestial bodies (benda langit) maka oleh sebab itu penggunaan senjata SBMI (SBMI)
seakan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 4 Outer Space Treaty 1967
yang dengan jelas menyatakan bahwa Negara-negara pihak traktat dilarang untuk menempatkan
senjata perusak masal, senjata nuklir dan senjata lainnya di orbit sekeliling Bumi dan benda
langit lainnya, karena ruang angkasa hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai.

Segala kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa harus sesuai dengan hukum
internasional lainnya sebagai akibat penggunaan ruang angkasa yang harus bersifat damai
dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.'? Seperti yang terdapat di
dalam Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 yang menyatakan bahwa “States Parties to the Treaty
shall carry on activities in the exploration and useof outer space, including the Moon and other
celestial bodies, in accordance withinternational law, including the Charter of the United
Nations, in the interest ofmaintaining international peace and security and promoting
international cooperation and understanding.’®” (“Negara-negara Pihak pada perjanjian wajib
melakukan kegiatan dalam eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda
langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan

! Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Rajawali Pers,
Jakarta, 2016, him. 205.

'2 Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian , Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global,
PT. Alumni, Bandung, 2008, him. 445.

13 Article 3 Outer Space Treaty 1967, Treaty on Principles Goverming the Activity in the Exploration and
Use for Outer Space, Including Moon and Other Celestial Bodies (Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang
Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan Benda Langit
Lainnya) 1967.
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kerjasama internasional dan pemahaman.”) Pasal 4 ayat 2 Space liability convention 1972 yang
menyatakan bahwa “No exoneration whatever shall be granted in cases where the damage has
resulted from activities conducted by a launching State which are not in conformity with
international law including, in particular, the Charter of the United Nations and the Treaty on
Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies."*” (“tidak akan ada pembebasan diri dari
tanggung jawab apapun yang dapat diberikan dalam kasus kerugian yang disebabkan oleh
aktivitas yang dilakukan negara peluncur yang tidak sesuai dengan hukum internasional,
khususnya piagam PBB dan traktat mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-
negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit
lainnya.”

Baik Pasal 3 Outer Space Treaty 1967 maupun Pasal 4 ayat (2) Space liability convention
1972, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa haruslah sesuai
aturan-aturan dan prinsip-prinsip internasional lainnya terutama UN Charter dan apapun
kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pemanfaatan ruang angkasa tersebut tetap harus
menjadi tanggung jawab dari negara peluncur tanpa adanya pembebasan. SBMI sebagaimana
yang telah diumumkan oleh negara AS, bahwa dalam penggunaannya diperuntukan sebagai
upaya self-defense negara. Maka dalam penggunaannya nanti, bukannya tidak mungkin akan
merugikan pihak-pihak lain seperti negara ke-tiga yang tidak terlibat di dalam konflik. Hal ini
dikarenakan sebelum SBMI belum pernah digunakan, sehingga belum ada yang tau bagaimana
potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Sehingga memungkinkan kecelakaan seperti
pada tahun 1962 lalu terulang kembali dan menjadikan negara lain sebagai korban. Pada 9 Juli
1962 Amerika Serikat meluncurkan nuklir sejauh 402 km ke luar angkasa dan kemudian
meledakkannya. Akibat dari uji coba ini Hawaii mengalami mati listrik karena getaran
elektromagnetik yang sangat dahsyat dan sabuk radiasi yang mengelilingi bumi merusak tiga
satelit. Butuh waktu bertahun-tahun agar partikel di atmosfer bumi kembali normal.™® Hukum
internasional terutama Outer Space Treaty 1967 dan Space liability convention 1972 memang
mengatur mengenai pertanggungjawaban negara yang memanfaatkan ruang angkasa. Jika
tindakan pemanfaatan ruang angkasa tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara pihak
ketiga maka negara peluncur atau beberapa negara yang berkepentingan terhadap peluncuran
wajib bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan. Jika kerugian yang
ditimbulkan tersebut berasal dari tindakan self-defense negara yang merupakan hak inherent
suatu negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 51 UN Charter maka tentu tidak
dapat hanya negara peluncur yang dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi seperti yang telah
di atur di dalam Pasal 2 Space liability convention 1972.

METODE PENELITIAN (font 11pt)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data
dengan rinci, sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan masalah yang akan diteliti pada penelitian
ini. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan secara akurat
dan sistematik permasalahan hukum terkait dengan kepastian hukum dalam pelaksaan
pertanggungjawaban suatu negara yang melakukan tindakan self-defense dari ruang angkasa tetapi

14 pasal 4 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Konvensi tentang
Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh Benda Luar Angkasa) 1972.

15 Josephine C. Adams dan Jiirgen Engel, Human-Made Risks from Nuclear and Chemical Warfare
(2021), DOI: 10.1007/978-3-030-59075-8_7
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juga ditunjukan untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya
secara sistematis serta ditarik kesimpulan terhadap gejala hukum yang dipermasalahkan. Metode berisi
macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan analisis data.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Statute Approach atau
pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan
hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian dan juga menggunakan pendekatan historis
(historical approach). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang
dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis secondary data atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-
buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan
mencakup :

a) Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
including the Moon and Other Celestial Bodies (Outer Space Treaty 1967) (perjanjian tentang Prinsip
yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan
dan Badan Angkasa Lainnya) pada tanggal 27 January 1967

b) Charter of The United Nations/ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konstitusi PBB) pada tanggal
26 Juni 1945

¢) Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Space liability
convention 1972) (Konvensi Tanggung Jawab Internasional atas Kerusakan yang Disebabkan oleh
Benda Angkasa) pada tanggal 29 Maret 1972

d) Convention on Registration of ObjectsLaunched into Outer Space (Space Registration Convention
1976) (Konvensi tentang Pendaftaran Benda yang Diluncurkan ke Luar Angkasa) pada tanggal 15
September 1976

e) Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon
Agreement 1984) (Perjanjian yang Mengatur Aktivitas Negara di Bulan dan Badan Angkasa Lainnya)
pada tanggal 11 Juli 1984

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
buku-buku, karyailmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hokum serta penelusuran informasi
melalui internet. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang
memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama
bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum,
Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

PEMBAHASAN
Ketentuan Hukum Bagi Negara Yang Menggunakan Senjata Sbmi Menurut
Hukum Internasional

Hak untuk membela diri (Self-Defense) adalah hak alami yang dikenal dan diakui sejak
jaman dahulu kala. Ini berlaku untuk individu dan, setelah munculnya negara hak membela diri
juga berlaku untuk negara sebagai entitas yang berdaulat. Aktor individu secara historis
memiliki hak untuk menggunakan kekuatan secara sepihak untuk melindungi dan membuktikan
hak hukum.'® Webster mengatakan bahwa diakui hak untuk membela diri selalu melekat pada

16 Reisman Dalam N. A. Shah, Self-Defense in Islamic And International Law, 2008.
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bangsa dan juga individu, dan sama-sama diperlukan untuk pelestarian keduanya.'” Berbagai
upaya dilakukan untuk menyusun pembatasan penggunaan kekuatan, diantaranya:

a. The 1928 General Treaty for the Renunciation of War (Kellogg- Briand Pact), (Perjanjian
Umum Penolakan Perang (Pakta Kellogg-Briand) 1928).

b. The 1919 Covenant of the League of Nations (Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa 1919), dan
seterusnya.

Namun setelah Perang Dunia Il, komunitas internasional mengkodifikasi peraturan
tentang penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan kekuatan dalam bentuk UN
Charter. Tujuan konstitutif PBB adalah untuk menyelamatkan generasi penerus dari momok
perang.”® Untuk mewujudkan cita-cita ini, Piagam menetapkan bahwa: “All Members shall
settle their international disputes by peaceful means.”*® ("Semua Anggota harus menyelesaikan
perselisihan internasional mereka dengan cara damai.") “All Members shall refrain in their
international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political
independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United
Nations.”® (“Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari
ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik
negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan
Bangsa-Bangsa.”) Namun, Piagam mengakui dua pengecualian untuk aturan ini yaitu:

a. Dewan Keamanan dapat mengizinkan penggunaan kekuatan sebagai tindakan penegakan
terdapat dalam pasal 42 UN Charter;

b. penggunaan kekuatan untuk pertahanan diri ketika ada serangan bersenjata melawan suatu
negara terdapat dalam pasal 51 UN Charter.

Dua pengecualian ini menjadi alasan bahwa penggunaan kekerasan menjadi tidak
melanggar hukum. Penggunan kekerasan harus sesuai dengan tujuan pada Pasal 42 UN Charter
yaitu the use of armed force for maintaining international peace and security, atau penggunaan
kekerasaan digunakan sebagai upaya self-defense negara sebagaimana yang telah diatur di
dalam Pasal 51 UN Charter. Self-defense diatur di dalam Pasal 51 UN Charter yang
menyatakan bahwa “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual
or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations,
until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and
security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be
immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action
as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”” (“Tidak
ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama
untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- tindakan
yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera
dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimana pun tidak dapat mengurangi
kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu

'"N. A. Shah, Loc.Cit.

'8 pembukaan Charter of The United Nations 1945 Ayat 1.

19 pasal 2 Ayat 3 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
20 pasal 2 Ayat 4 Charter of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
2! pasal 51 Charter Of The United Nations (Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa) 1945.
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mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta
keamanan intemasional.”)

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa self-defense merupakan hak yang dimiliki oleh
setiap negara jika telah terjadi serangan bersenjata kepadanya. Hal ini dapat dilakukan
perseorangan atau kelompok. Dengan catatan tindakan self-defense yang dilakukan oleh negara
tersebut harus segera dilaporkan kepada DK PBB untuk dilakukan tindakan yang bertujuan
untuk memelihara dan memulihkan perdamaian internasional. Tindakan tersebut dapat berupa
tindakan tanpa menggunakan kekuatan bersenjata (not involving the use of armed force) yang
telah diatur di dalam Pasal 41 UN Charter atau dapat berupa tindakan dengan menggunakan
kekuatan bersenjata (the use of armed force for maintaining international peace and security)
yang juga telah di atur di dalam Pasal 42 UN Charter. Pasal 51 UN Charter hanya menyoroti
satu bentuk pertahanan diri (yaitu sebagai respons terhadap serangan bersenjata) dan bahwa hak
bela diri adalah hak yang sudah ada sebelumnya, hak melekat yang diakui dalam hukum
kebiasaan internasional.”> Menurut Pasal 51 UN Charter self-defense hanya dimungkinkan
ketika suatu negara mengalami serangan bersenjata sehingga harus mempertahankan diri dari
serangan tersebut. Negara tersebut harus terlebih dahulu diserang.”® "we here recognize the
inherent right of self-defence, whether individual or collective, which permits any sovereign
state among us or any qualified regional group of states to ward off attack pending adequate
action by the parent body."* ("kami di sini mengakui hak inheren untuk membela diri, baik
secara individu maupun kolektif, yang mengizinkan negara berdaulat di antara kami atau
kelompok negara regional yang memenuhi syarat untuk menangkal serangan sambil menunggu
tindakan yang memadai oleh badan induk.") Oleh karena itu, Pasal 51 UN Charter tidak
mengurangi hak self-defense. Self-defense baru bisa dilaksanakan dalam keadaan memaksa
yang mana memiliki syarat yaitu, sebagai respon terhadap serangan bersenjata, penggunaan
kekerasan harus sesuai kebutuhan dan proporsional dan harus melaporkan pada DK PBB dan
harus berhenti apabila Dewan keamanan telah mengambil tindakan.?

Sehingga berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli diatas makan hal ini melahirkan
dua aliran pemikiran tentang self-defense dalam hukum internasional. Pertama, the restrictive
school mengusulkan interpretasi sempit self-defense, menyatakan bahwa self-defense tidak
termasuk antisipatif self-defense. Para sarjana ini mengacu pada Pasal 51 UN Charter dan
hukum kebiasaan internasional dan menegaskan bahwa tidak ada hak membela diri jika tidak
ada serangan bersenjata. Jika terjadi serangan yang mungkin terjadi, “a state can meet
preparations for attack only by preparations to resist.” (“sebuah negara dapat memenuhi
persiapan untuk menyerang hanya dengan persiapan untuk melawan.”) dan juga negara juga
dapat menyampaikan masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB. Menyatakan bahwa self-
defense benar-benar harus sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 51 UN Charter (sebagai
respos dari serangan bersenjata). Kedua adalah sejumlah besar publicist’s yang mendukung
pandangan bahwa the customary right of self-defence juga merupakan sebuah aturan yang
mengatur penggunaan kekuatan untuk mengantisipasi serangan dalam keadaan tertentu.
Pendapat ini menyatakan bahwa self-defense tidak begitu terikat kepada adanya serangan
bersenjata yang terjadi. Sehingga self-defense dapat juga dilakukan jika:

a) Negara yang menerapkan self-defense sudah menerima serangan (if armed attack occurs).

?2 Leo Van Den Hole, Anticipatory Self-Defence Under International Law , American University
International Law Review, VVolume 19, 2003, Issue 1, Article 4.

% Denny Ramadhany, Dkk, Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional
Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, HIm. 229.

24 \Verbatim Minutes of Second Meeting of Commission lii Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit..

% Lihat Christoper Greenwood, Dalam Rebaz Khdir, Loc.Cit
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b) Negara menerapkan self-defense sebagai bentuk respon dari ancaman yang telah ada di depan
mata (Imminent).

Oleh sebab itu maka penulis menarik kesimpulan bahwa tidak tepat jika ketika
membicarakan right of self-defense hanya menjadikan Pasal 51 UN Charter sebagai pedoman
pelaksanaannya. Pelaksanaan self-defense juga harus customary right of self-defense atau
hukum kebiasaan sebagai pedoman. Sehingga hal-hal yang belum diatur dalam Pasal 51 UN
Charter dapat dilengkapi olen hukum-hukum kebiasaan. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam
Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa yang menjadi sember dari hukum internasional
dapat dibagi menjadi lima, yaitu 1) Perjanjian internasional; 2) Kebiasaan internasional; 3) Asas
hukum yang "diakui oleh negara-negara beradab™; 4) Putusan-putusan pengadilan; dan 5)
Ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum.

Pada dasarnya setiap negara dilarang untuk menggunakan kekerasan hal ini sebelunya
telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UN Charter yang juga sekaligus menjadi prinsip umum
hukum internasional. Hal ini tercantum dalam kalimat “All Members shall refrain in their
international relations from the threat or use of force against the territorial integrity and political
independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United
Nations.” (“Seluruh Anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan
mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik
sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan
Perserikatan Bangsa-Bangsa) Pasal ini menerangkan mengenai larangan bagi setiap negara
untuk menggunakan kekerasan yang mengancam kedaulatan negara lain. Namun hal ini
mendapat pengecualian jika penggunaan kekerasan dilakukan dengan berlandaskan kepada
Pasal 51 UN Charter. Dikatakan bahwa negara diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan
jika itu merupakan bentuk dari self-defense negaranya. Pasal 51 UN Charter yang menyatakan
bahwa “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective
self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the
Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security.
Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately
reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility
of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems
necessary in order to maintain or restore international peace and security.” (“Tidak ada suatu
ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk
membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk
memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan- tindakan yang diambil oleh
Anggota-anggota dalam mclaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada
Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan
tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil
tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan
intemasional.”)

Pasal 51 UN Charter menyatakan bahwa bentuk pertahanan diri (yaitu sebagai respons
terhadap serangan bersenjata) dan bahwa hak bela diri merupakan hak yang sudah ada
sebelumnya, hak melekat yang diakui dalam hukum kebiasaan internasional. Setiap negara
dibenarkan untuk melakukan tindakan self-defense jika serangan senjata dilakukan kepada
negaranya. Hal ini diperbolehkan hingga DK PBB mengambil pertimbangan yang dianggap
perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Serangan bersenjata merupakan
syarat penggunaan self-defense. Yang mana disimpulkan oleh International Court of Justice
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yang untuk selanjutnya disebut ICJ™ Secara jelas telah disebutkan bahwa untuk dapat
menggunakan hak self-defense maka haruslah ada serangan bersenjata yang menyerang suatu
negara. Negara dapat menggunakan haknya untuk self-defense setiap kali mereka menghadapi
armed attack (serangan bersenjata), namun negara mana pun yang ingin menggunakan haknya
haruslah mempertimbangkan semua batasan terhadap self-defense. UN Charter, setelah
mengakui keberadaan hak inheren untuk membela diri, tidak langsung mengatur secara
langsung semua aspek mengenai self-defense.”’ Prasyarat di bawah Pasal 51 UN Charter untuk
pelaksanaan hak inheren terlalu kabur untuk mengasumsikan bahwa pembuatan Pasal 51 UN
Charter bermaksud untuk menggantikan hukum kebiasaan internasional untuk membela diri
dengan hak hukum. Di dalam Pasal 51 UN Charter tidak menjelaskan ruang lingkup yang
dimaksudkan dari frasa "jika terjadi serangan bersenjata.” Oleh karena itu, berbagai pertanyaan
dapat muncul karena objek tertentu yang menjadi sasaran serangan bersenjata atau karena
subjek itu melaksanakannya." Dan juga Pasal 51 UN Charter tidak menyebutkan jumlah
kekuatan yang diizinkan dalampelaksanaan self-defense yang sah. Kekosongan menunjukkan
bahwa dalam bidang self-defense, hukum kebiasaan internasional terus eksis berdampingan
dengan hukum perjanjian.?®

J26

Pasal 51 hanya bermakna atas dasar adanya hak pembelaan diri yang "bersifat kebiasaan™
atau "melekat". Pasal 51 UN Charter menetapkan syarat-syarat tertentu dan merujuk lebih jauh
pada prinsip yang terkandung dalam hukum kebiasaan internasional untuk menanggapi secara
sepihak (mungkin dalam kaitannya dengan negara lain) dengan kekuatan yang sah kepada
kekuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah hak
membela diri yang lazim ini "juga dianggap sebagai tindakan pencegahan (diambil sebagai ' pre-
emptive' serangan bersenjata, dan bukan hanya sebagai tanggapan atas serangan yang benar-
benar terjadi).”® Hukum internasional hanya akan menganggap self-defense sebagai perang
balasan yang melawan perang ilegal. Namun pada prinsipsinya perang tetaplah sebuah tindakan
yang dilarang. Pasal 51 UN Charter hanya menyoroti satu bentuk self-defense yaitu sebagai
tanggapan terhadap serangan bersenjata dan bahwa self-defense merupakan hak bawaan yang
sudah ada sebelumnya, yang melekat dan di akui hukum internasional. Self-defense adalah
pengecualian dari larangan pengggunaan kekerasan.

Selama masa Pra-Piagam PBB, kriteria tersebut dijadikan sebagai standar untuk
menentukan seperti apa tindakan pre-emptive yang dilegalkan menurut international customary
law. Peristiwa Caroline kemudian secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini
tertanam kuat sebagai ius ad bellum dan ius in bello yang telah digunakan dalam beberapa kasus
sengketasointernasional dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal self-
defense.

Selanjutnya hukum kebiasaan berdasarkan kasus Nikaragua 1986. Dalam kasus
Nikaragua 1986, ICJ menyatakan bahwa “in the case of individual self-defence, the exercise of
this right is subject to the state concerned having been the victim of an armed attack.” (“dalam
kasus pembelaan diri individu, pelaksanaan hak ini tunduk pada negara yang bersangkutan

%8 |CJ (International Court of Justice) Adalah Sebuah Badan Kehakiman Utama Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Yang Memiliki Fungsi Utama lyalah Untuk Mengadili Dan Menyelesaikan Sengketa
Antar Negara Anggota Dan Memberi Pendapat Bersifat Nasihat Kepada Organ-Organ Resmi Dan Badan
Khusus PBB.

27 See Mccormack, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.

%8 Mcdougal, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.

 Dinstein, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.

%0 John O'brien. International Law. Cavendish Publishing Limited. (2002) HIm. 682, Dalam Jurnal lona
Hiroshi Yuki Rombot.
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sebagai korban serangan bersenjata.” Pernyatan ini dikatakan mendukung ruang lingkup hak
self-defense dalam hukum kebiasaan internasional.®* Hakim Schwebel, dengan pendapat yang
berbeda pendapat yang kuat dan mendetail, mengingat bahwa ICJ tidak mengungkapkan
pandangannya tentang masalah pertahanan diri antisipatif. Dia menyatakan bahwa
Penghakiman, bagaimanapun, mungkin (”be open to the interpretation of inferring that a state
may react in self-defence... only if an armed attack occurs." (“terbuka untuk penafsiran yang
menyimpulkan bahwa suatu negara dapat bereaksi untuk membela diri ... hanya jika terjadi
serangan bersenjata. Oleh karena itu maka tindakan pre-emptive self-defense dapat dikatakan
legal berdasarkan international customary law harus terlebih dahulu memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a) Instant (berlangsung sangat cepat).

b) Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa).

¢) There no alternative (tidak ada pilihan lain).

d) No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah).*

Peningkatan program nuklir dan rudal jarak jauh Korea Utara telah membuat
pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat menghidupkan kembali rencana pencegat di
luar angkasa. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2018 menginstruksikan direktur
Badan Pertahanan Rudal untuk mengembangkan lapisan intersep rudal balistik berbasis ruang
angkasa ke sistem pertahanan rudal balistik yang konsisten dengan rekomendasi Tinjauan
Pertahanan Rudal yang belum dirilis. Pencegat kemungkinan akan ditargetkan pada rudal
balistik Korea Utara dalam fase pendorong penerbangan. Hal ini dilakukan oleh AS dengan
alasan bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan self-defense negaranya dari
rudal jarak jauh Korea Utara. Hal ini menjadikan Pasal 51 UN Charter sebagai tameng
pembuatan space base missile interceptor oleh AS. Namun perlu diingat bahwa SBMI
merupakan sebuah senjata yang nantinya akan di tempatkan di ruang angkasa, oleh karena itu
berlakulah outer space treaty 1967 sebagai traktat yang mengatur tentang segala aktivitas di
ruang angkasa. Dalam Pasal 4 outer space treaty 1967, yang dikatakan bahwa bahwa:

“States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects
carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such
weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. The
Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for
peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and fortifications, the
testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres on celestial bodies shall
be forbidden. The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful
purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful
exploration of the Moon and other celestial bodies shall also not be prohibited.*” (“Negara-
negara yang telah menyepakati perjanjian berjanji untuk tidak menempatkan benda di orbit
sekitar Bumi yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya,
memasang senjata seperti itu di benda langit, atau menempatkan senjata tersebut di luar angkasa
dengan cara lain apa pun. Bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua Negara

3! Mccormack, Dalam Leo Van Den Hole, Loc.Cit.

% Lihat R.Y. Jennings, The Caroline And Mcleod Cases, 32 Am. Jurnal Hukum Internasional HIm. 82, 84
(1938), Dalam Jurnal lona Hiroshi Yuki Rombot.

%3 Article 4 Outer Space Treaty 1967, Treaty On Principles Goverming The Activity In The Exploration
And Use For Outer Space, Including Moon And Other Celestial Bodies Bodies (Perjanjian tentang
Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Eksplorasi dan Pemanfaatan Luar Angkasa, Termasuk Bulan dan
Benda Langit Lainnya) 1967.

111
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia| http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law .




Res Nulhus it el
Law Journal

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Vol. 4 No. 1 Januari 2022
Pihak pada perjanjian secara eksklusif untuk tujuan damai. Pembentukan pangkalan militer,
instalasi dan benteng, pengujian segala jenis senjata dan perilaku manuver militer pada benda
langit harus dilarang. Penggunaan personil militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan
damai lainnya tidak akan dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan
untuk eksplorasi damai Bulan dan benda langit lainnya juga tidak akan dilarang.”)

Pasal 4 outer space treaty 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa hanya diperuntukan
untuk maksud damai. Negara dilarang untuk menempatkan senjata di orbit sekitar bumi dan
membawa senjata nuklir. Dimana SBMI nantinya akan mengorbit dengan ketinggian rendah 200
km diatas permungkaan bumi. Ketiadaan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan maksud
damai menimbulkan beberapa penafsiran, pertama jika kegiatan tersebut bersifat non-militer,
dan kedua jika kegiatan tersebut bersifat non-agresif. Prospek memperkenalkan lapisan
interseptor berbasis ruang angkasa menimbulkan pertanyaan hukum, politik, fiskal, dan
teknologi. Meskipun tidak ada hambatan hukum khusus untuk menerjunkan SBMI, AS
membenarkan SBMI miliknya sehingga mereka berada dalam ruang lingkup ‘tujuan damai' yang
ditetapkan dalam Pasal 4 Outer Space Treaty (OST), yang melarang negara untuk ditempatkan.
senjata pemusnah massal di luar angkasa. Perjanjian Anti-Ballistic Missile Treaty 1972, yang
melarang baik AS dan Uni Soviet menyebarkan pencegat di luar angkasa, tidak lagi berlaku
setelah Presiden George W. Bush menarik AS dari perjanjian itu pada tahun 2002. Saat ini,
tidak ada hukum internasional khusus lainnya yang melarang negara menggunakan senjata
konvensional di luar angkasa, termasuk penggunaan rudal pencegat

Pasal 4 outer space treaty 1967 mengatur mengenai norma jus ad bellum yang berarti
bahwa aturan ini berlaku selama masa damai. Saat ini outer space treaty 1967 merupakan satu-
satu aturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata di ruang angkasa, karena perjanjian
Anti-Balistik 1972 (ABM) tahun 1972, yang melarang Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk
menyebarkan pencegat di luar angkasa, tidak berlaku lagi setelah Presiden George W. Bush
menarik AS dari perjanjian tersebut pada tahun 2002.126 Namun perlu diingat bahwa di dalam
Pasal 3 outer space treaty 1967 dikatakan bahwa “States Parties to the Treaty shall carry on
activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial
bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the
interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation
and understanding.” (“Negara-negara Pihak pada perjanjian wajib melakukan kegiatan dalam
eksplorasi dan penggunaan luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai
dengan hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa, dengan tujuan
menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama internasional
dan pemahaman.”) Outer space treaty 1967 bukan lah sebuah aturan yang berdiri sendiri,
melainkan outer space treaty 1967 haruslah sesuai dengan hukum internasional lainnya
termasuk juga UN Charter.

Bentuk Pertanggungjawaban Negara Pengguna Senjata SBMI Sebagai
Upaya Self-Defense

Kerusakan yang dapat ditimbulkannya jika terjadi kegagalan peluncuran ataupun jatuhnya
space object ke permukaan bumi dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di tempat yang
lain. Contohnya seperti peristiwa jatuhnya benda misterius sebesar jari kelingking, diketemukan
oleh dua orang anak di kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat. Benda tersebut bercahaya dan
mengkilat seperti intan. Benda yang diperkirakan kepingan Cosmos 1402 milik Rusia yang
jatuh pada tanggal 24 Januari 1983 di samudera Indonesia tersebut, ketika diambil oleh dua
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orang anak, menimbulkan luka bakar.** Setiap benda angkasa yang diluncurkan juga memiliki
life time (jangka waktu) untuk beroperasi, ketika jangka waktu tersebut telah habis, maka benda
angkasa tersebut akan jatuh ke bumi, belum lagi percobaan peluncuran yang dilakukan belum
tentu selamanya berhasil, kemungkinan terjadinya malfunction yang mengakibatkan jatuh atau
meledaknya benda angkasa dapat membawa kerusakan yang fatal. Seperti contohnya uji coba
peluncuran roket antariksa swasta Jepang Interstellar Technologies yang diberi nama MOMO-2
pada 30 Juni 2018 yang gagal meluncur dan akhirnya meledak.*®

Kemungkinan akan jatuhnya space debris atau sampah antariksa ke permukaan bumi juga
dapat menimbulkan kerugian bagi penduduk bumi, apalagi jika sampah antariksa tersebut
memuat bahan radioaktif yang berbahaya, dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan
makhluk hidup, serta efeknya yang berkepanjangan dapat menggangu dan mempengaruhi
perkembangan hidup di daerah tersebut. Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh benda
angkasa diantaranya, kerugian yang disebabkan oleh benda ruang angkasa terhadap ruang
udara., terhadap benda ruang angkasa lainnya, terhadap orang atau barang di atas permukaan
bumi dan kerugian yang ditimbulkan oleh benda ruang angkasa terhadap lingkungannya,
misalnya akibat dari nuklir atau aktivitas-aktivitas yang merugikan lainnya.*® Dalam
penggunaan senjata SBMI nantinya akan ada beberapa situasi yang akan menimbulkan kerugian
bagi negara-negara lain yang tidak terlibat. Jika SBMIs nantinya digunakan, baik digunakan
Ketika rudal masih di wilayah atackting state, diatas laut lepas, diruang angkasa, diantartika
ataupun di wilayah negara ketiga, semua nya tetap akan menerima dampat kerusakan yang
pastinya akan menimbulkan kerugian. Karena dimana pun lokasi SBMIs akan digunakan,
fungsinya akan tetap sama. Yaitu menghancurkan rudal sebelum mencapai wilayah negara yang
akan diserang. Seperti yang kita ketahui rudal sendiri baik itu Land Attack Cruise Missiles,
Anti-Ship Missile, Surface-To-Air Missile, Ballistic Missile Defense, ataupun Anti-Satellite
System merupakan sebuah senjata nuklir yang membawa hulu ledak atau Mirv®’ yang nantinya
akan diluncurkan ke objek sasarannya, baik itu negara, kapal, ataupun pesawat. Mirv
menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan, yang memungkinkannya menyerang
bebrapa sasaran dan mengacaukan sistem pertahanan negara ataupun rudal lawan. Jika rudal-
rudal tersebut ditembak jatuh oleh senjata SBMIs maka pasti akan terjadi hujan radiasi atau
tersebarnya pecahan dari rudal yang telah dihancurkan.

Efek radiasi nuklir bagi manusia diantaranya adalah, rusaknya sel-sel tubuh, kanker,
gangguan tumbuh kembang anak dan gangguan kulit.*® Bagi hewan efek samping dari radiasi
nuklir dapat berupa gangguan reproduksi, mutasi genentik yang menyebabkan banyak hewan
cacat. Efek samping yang ditimbulkan dari radiasi nuklir di ruang angkasa dapat diambil contoh
pada kasus 9 Juli 1962, AS meluncurkan nuklir sejauh 402 km ke luar angkasa dan kemudian
meledakkannya. Akibat dari tes ini Hawaii mengalami mati listrik karena getaran
elektromagnetik yang sangat dahsyat dan sabuk radiasi yang mengelilingi bumi merusak tiga

3 K. Martono, Dalam Adriel Berkat Sion Naibaho, Tanggung Jawab Negara Peluncur Terkait Kerugian
Yang Diakibatkan Oleh Benda Angkasa Dikaji Dari Liability Convention 1972, Fakultas Hukum Unsrat,
Lex Et Societatis Vol. Vii/No. 5/Mei/2019.

% Budyks, Roket Milik Startup Antariksa Jepang Hancur Sesaat Setelah Meluncur, Diakses Dari
Http://Teknosains.Com, Pada Tanggal 28 Desember 2020, Pukul 13.16 Wib.

% Dony Aditya Prasetyo, Status Hukum Teknologi Anti Satellite Weapon Ditinjau Dari Hukum Ruang
Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.

% Mirv menampung banyak hulu ledak dan umpan jebakan